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RAN MENTERI DALAM NEGERT.

| ﬂ1fﬂ('~“'1n =
L 22 30 Dktcher 1950.

"Diaka: :

MENTERL DALAM NEGERIL.

Membatja Jﬂdﬁh?—bhﬁﬁﬂﬁ ﬁq?vr S Ea D25 T?uun 1950 tentang h““

pengangkatan dan pemberhentian pezawai-pegawal Republik InwOI wlq
rikat Jo ﬁq sementara Yerlaku bagil segenap pegawal Negerl | ik In~
donesis Negars "Kesatuan;

Berlkehendak menjerahlkan scba rgian hak kekuagaan, Seperti t
but dslam pasal 3 Undang-Undang diatas dengan membatalkan segals
aturasnd jang ada jang ditetapkan sebelum peratursn dalam surac

san ini berlakus, _
}#vlﬂlnvit Peraturan Fenerintah No.25 tz2hun 1950 tentang

=l

akunja | Seraburan Pemerintah Repuplik Indonuuia serikat tahun 1.9
foqlé'jo 23 bagi pegawal Negeri Sipil Republik Indonesia Negars

Me eng rqat pulq' 2. Perqturwn Penerintah JO.JS tahun 19503
' b. Surat Menteri Dalam Negeri “opubl*k Tndo-
nesia tnnﬂ”wi 29 Agusjus 1950 No.C 30/1/9;

Dengan persetudjuan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawail;

MEMUTUSK AN

Dengan membatalkan segala peraturan2 Jang ada, Jjang ditetap-
kal sebelum peraturan dalam surat putusan ini berlaku, menetapkan

"Peraturan penjerahan hak peéngangkatan dan pemberhentian dsb. pega
negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri! sebagail bbrl\uho

Pole s o Ry T {0

Menteri Dalam Negeri mengangkat dan mempcerhentikans
1, semua pegawal -negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian
Dalam Negeri, jang digadji menurut golongan/ruang VIe kebawah;

0. semua pegawal ncaewi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Jjang tidak termasuk dalam sub a diatas, jang digadji menurut go-
lonzan/ruang ¥F= sampai dengan Vie; ’
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Gubernur Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikans
9., semua pegawal negeri jang bckrrcgq pada kantorngn, jang digadji
menurut golongan/ruang IV kebawahj

b. cemus pegawal Pamong Pradja dan pegawal pada Kantor2 Pemerintahan
Daerah didalam daerahnja, jang digadjl menurut golongan/ruang IV;

. semua pegawal negeri jane bekerdja pada bekas kantor Keresidenan
Jang diﬂﬁd31 menurvt golongan/ruang III kebawah;

Pradja dan pegawai pada Kantor2 Pemerintshan
menurut golongan/ruang IIT;

jang dimaksud dalam ajat ¢ dan 4 dari pasal ini.,
semanGera dapal menjershkan kepsda Residen, bekas Kepala
Jang melalkuvkan segala hak kekuasaan tsb. atas nama Guber-
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. nur dengan menentukan batas? datrah keéRuasaannja masing?iiang @i
samakan de ngan daerah administrasi keresidenan dulu.

fi penjerahan hak kekuassan dimaksud dalam ajat e bersifat sementara

dan berdjzlan selama likyidasi pemerintahan daerah Keresidenan
lun dapat diselesaikan,
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Bupatl Kfpnla Daerah m@nﬂ;ngkqt dan memperhentilkans |
a. semus pegawai pada kantornja jang digadji meénurut golongan/ruang e |
S k@bqwqh° :

be semua p“FWWWl Pamong Pradje dan pegawal pada Kantor-Kantor Pema-

o rintahan jang dlgadgl menurut-golongan/ruang II kebawnh. , !
' P a sasl Y, |
Penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentilan seperti' terual- '
sud pada pasal2 2 dan 3 dlatas tidak ‘berlaku untuk-pemberhentlan fari |
djabatan Negeri.
_ PelAisiaz) 05, .
; Pemindahan pegawai (overgang) daris e !
7. Kantor Pusat Kementerlan ke Kantor Pemerintah Daerah, *
b. Kantor Pcm9r1ntuhan Daersh' Jang satd ke Kantor Pemerintahan Dae
rah Jjang lainnje
¢, Daerah Jjang satu ke Dagrah jang lainnjaj. _
dilakukan cleh dan menurut hak kekuasaan Pembesar Kantor tempat pegs-
wal Jang bersangkutan .akan ditempatkan dengan djalan mengangkaina !
sesudsh mendapat persetudjuan dard Pembesar Kantor asal; surat putu-
san pemperhentian dari Pembesar Kantor asal tidak diperiukan.
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E Surat~putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal
é ' r _ G 25 AR Red TGt 0,
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R A:n. MENTERT DALAM TECERI.
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(R. Djanu Ismadi) ),



